
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah wajib menjamin iklim usaha yang
kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan
umum, serta memelihara lingkungan hidup;

b. bahwa izin gangguan merupakan sarana pengendalian,
perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian
hukum dalam berusaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Izin Gangguan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang- undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3699);
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4139);



- 3 -

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 694);

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003
tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003
tentang Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
dalam Penegakan Peraturan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 17
Tambahan Lembaran Daerah Kabupateen Kotawaringin
Barat Nomor 2).

19.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 3);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
retribusi daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan;

6. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang
tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan,
keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan
terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.

7. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah
pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi
atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan
bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat
usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah;

8. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk
melaksanakan usaha baik yang berupa ruang tertutup
maupun ruang terbuka yang dijalankan secara teratur dalam
bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan;

9. Lokasi adalah Letak Tempat Usaha di Daerah;

10. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah
dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk
mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah;

11. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk
menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan
efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang
tertentu di Kabupaten Kotawaringin Barat.

13. Dokumen Lingkungan adalah Dokumen yang dibuat oleh
pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dinilai atau
ditanggapi oleh instansi yang ditugasi mengendalikan
dampak lingkungan dan dijadikan pedoman dalam
pengelolaan dan pemantauan Lingkungan (AMDAL,RKL-
RPL,UKL-UPL,SPPL atau DELH/DPLH) yang Dipersyaratkan
dalam izin usaha dan/atau kegiatan Oleh instansi Yang
bertanggung jawab.

14. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya
disebut AMDAL adalah kajian menganai dampak besar dan
penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan;
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15. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah pengelolaan dan
pemantauan terhdap usaha dan/atau kegiatan yang tidak
berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

16. Surat Peryataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya
disingkat SPPL adalah penyataan kesanggupan dari
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk
melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
atas dampak lingkungan hidup atas dampak lingkungan
hidup dari usaha dan/atau kegiatannya;

17. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disingkat DELH adalah dokumen yang memuat pengelolaan
dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian
dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi
usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha
dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL;

18. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disingkat DPLH adalah dokumen yang memuat pengelolaan
dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi
usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha
dan/ atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL;

19. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara RI atau Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang
khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan
lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti,
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang
terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Derah ini disusun dengan maksud untuk
memberikan pedoman dalam rangka penertiban agar setiap
orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan atau
memperluas tempat usaha di Daerah yang kegiatan
usahanya dapat menimbulkan gangguan diwajibkan memiliki
Izin Gangguan dari Bupati.


